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ABSTRAK
Nama : Alam Wahyu Luhur Muzaki
NIM :183070024

Judul : Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Al-muhajirin Cabang Bunta

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis
untuk mendeskripsikan analisis terhadap implementasi akad mudharabah serta
mengungkapkan kesesuaian akad mudharabah di Baitul maal wat tamwil (BMT)
Al-muhajirin Cabang Bunta terhadap Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/I1V/2000
dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian skripsi ini membahas tentang “Implementasi Akad Mudharabah
Pada Baitul Maal Wat Tamwil Cabang Bunta”. Fokus masalah yang terdapat
dalam penelitian ini yaitu Implementasi akad mudharabah pada Baitul maal wat
tamwil (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta dan Aspek yuridis kesesuaian praktik
akad mudharabah di Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta.

Hasil penelitian tentang implementasi akad mudharabah di Baitul maal
wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta sudah tersistematis dan berjalan
dengan baik. Pelaksanaan akad mudharabah pada Baitul maal wat tamwil (BMT)
Al-muhajirin cabang Bunta mengenai akad mudharabah sudah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan berdasarkan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan
Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Diharapkan Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-muhajirin cabang Bunta
harus selalu komitmen terhadap apa yang menjadi landasan dalam menerapkan
akad mudharabah berdasarkan pada peraturan-peraturan Syariah. Serta pihak
Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-muhajirin perlu sosialisasi lebih meluas kepada

masyarakat sekitar.



BAB |

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG
Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur segala aspek

kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan peribadatan antara pribadi dan
Tuhannya melainkan juga cara melakukan hubungan sosial kepada manusia
lainnya yang dalam Islam dikenal dengan muamalah. Dalam muamalah jika
mengacu pada pengertian luasnya maka segala kegiatan manusia yang
berhubungan dengan manusia termasuk kedalamnya. Sementara jika mengacu
pada pengertian muamalah dalam artian sempit hanya mengatur segala kegiatan
manusia yang berhubungan dengan pengelolaan harta.

Segala bentuk transaksi yang terjadi dalam aktivitas perekonomian diatur
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip islam yang mendasari produk dan
kegiatan perbankan syari'ah yaitu; mudharabah, musyarakah, wadiah,
murabahah, salam, istishna, ijarah, gard, hawalah/hilwalah, dan wakalah. *

Aktivitas perekonomian yang memiliki peranan penting bagi
keberlangsungan perekonomian Islam di Indonesia yakni lembaga keuangan
syariah yang melaksanakan penyediaannya jasa keuangan berdasar pada prinsip
syariah tersebut, seperti Bank Syariah, Unit Usaha Syari‘ah (UUS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syari'ah.? Sedangkan lembaga keuangan non bank yang

'Anymous. Bank Syari'ah: Prinsip Yang Diamalkan Dan Manfaat Yang Didapat.
https://www.cermati.com. Diakses pada tanggal 8 April 2022.

2Anymous. Perbankan Syari'ah dan Kelembagaannya. https://www.ojk.go.id. Diakses
pada tanggal 9 april 2022.
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melaksanakan kegiatan tersebut, salah satunya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
yang biasa dikenal juga dengan Koperasi Syariah. Baitul maal wat tamwil
merupakan salah satu lembaga keuangan mikro, yang memiliki angka
perkembangan yang sangat baik dari tahun ketahun.®

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan yang
bergerak dengan menggunakan prinsip-pripsip syari’ah. sesuai dengan namanya,
Baitul maal wat tamwil terdiri dari dua makna utama yaitu baitul tamwil yang
berarti Rumah Pengembangan Harta sedangkan baitul maal yaitu Rumah Harta.
Baitul maal wat tamwil (BMT) juga berperan dalam melakukan suatu persoalan
mengenai keuangan baik dalam skala usaha kecil maupun menengah dengan
menggukan peraturan yang telah dibuat yang bersifat sederhana serta tidak
merepotkan dalam penanganannya. Dengan berdirinya Baitul maal wat tamwil
(BMT) terdapat dua keuntungan yang utama bagi masyarakat, yaitu selain sebagai
media penyalur pendayagunaan harta ibadah, Baitul maal wat tamwil (BMT) juga
berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang infestasi yang bersifat
produktif. Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga yang masih
bernaung didalam dinas koperasi, sehingga baitul maal wat tamwil (BMT) masih
mengikuti semua ketentuan serta peraturan yang telah dibuat oleh dinas
perkoperasian mengenai suatu usaha yang bersifat halal yang disepakati oleh

para ulama.*

®Novita Dewi Masyithoh, Analisis normatif Undang-Undang No 1 tahun 2013 Tentang
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat
Tamwil (Semarang: IAIN Wali Songo, 2014) 21

“H. A Djazuli Dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Prekonoian Pengenalan ( Jakarta:
Pt Raja Grafindo Persada, 2002) 183



Suatu lembaga yang bergerak didalam keuangan, maka baitul maal wat
tamwil (BMT) harus dikembang secara profesional agar Baitul maal wat tamwil
(BMT) berkembang dengan baik. Maka dari itu baitul maal wat tamwil (BMT)
tidak boleh dikelola dengan sukarela atau sewenang-wenang. Dalam mengikuti
perkembangan lingkungan Baitul maal wat tamwil (BMT) harus melakukan
inofasi-inofasi produk yang di lakukan dalam rangka merebut pasar secara
profesional tanpa harus melanggar ketentuan aturan yang terdapat dalam syariat
islam tentang bermuamalah. Sebagai lembaga keuangan, baik dalam sekala besar
maupun dalam skala kecil sangat dibutuhkan sebuah kepercayaan dari para
nasabahnya. pada dasarnya usaha yang bergerak dibidang jasa dalam hal
penyediaan modal bagi masyarakat yang membutuhkannya. Maka baitul maal wat
tamwil (BMT) tidak terlepas dalam melakukan pelayanan secara baik dan
profesional.

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupkan suatu lembaga keuangan yang
saat ini banyak diminati masyarakat guna digunakan dalam usaha kecil maupun
bersakala menengah, dikarenakan didalam baitul maal wat tamwil (BMT) terdapat
suatu akad kerja sama yakni (akad mudhrabah). Akad mudhrabah merupakan
akad yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik
modal (shahibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan nasabah (mudharib)
bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian

keuntungan yang telah di sepakati dalam kontrak.®

SMuhammad Safi'i Antonio, Bank Syari‘ah Dari Teori Kepraktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001) 95



Akad mudhrabah merupakan akad yang hadir sebagai alternatif pengganti
transaksi pada lembaga keuangan konvensional yang mengusung tentang bunga.
akad mudharabah yaitu suatu akad kemitraan yang mengusung asas keadilan yang
sesuai dengan syari'at islam, dengan menggunakan prinsip kerja sama antara dua
belah pihak yakni shahibul maal atau pihak yang menyediakan modal kepada
pengelola modal yang biasa disebut mudharib, dimana sang pemilik modal
(shahibul maal) mempercayakan kepada pihak ke dua yakni mudharib atau
pengelola modal yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah usaha
tertentu yang disertai dengan pernyataan perjanjian tentang bagi hasil yang telah
disepakati bersama.

Dalam baitul maal wat tamwil, akad mudharabah digunakan pada beberapa
produk diantaranya yaitu produk simpan pinjam syari‘ah, produk penyaluran dana
dan sebagai produk produk pembiayaan.

Berdasar pada latar belakang pentingnya pelaksanaan akad mudharabah
dalam masyarakat Islam khususnya di BMT Al-muhajirin cabang Bunta, peneliti
merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad
mudharabah yang dilaksanakan pada lembaga BMT. Seperti apa mekanisme akad
mudharabah pada BMT Al-muhajirin cabang Bunta, serta implementasi/
penerapan dari mudharabah yang diaplikasikan. Penelitian ini kemudian diberi
judul "Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Al-

muhajirin Cabang Bunta".



B. Rumusan Masalah
Secara singkat permasalahan yang akan diteliti yang dijadikan acuan dalam
penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada Baitul maal wat tamwil

(BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta?

2. Bagaimana aspek yuridis kesesuaian praktik akad mudharabah di Baitul

maal wat tamwil (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan:
a. Untuk mendeskripsikan implementasi akad mudharabah pada Baitul maal wat
tamwil (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta
b. Untuk mengungkapkan kesesuaian pelaksanaan akad mudharabah berdasarkan
ketentuan fatwa dewan syari’ah nasional no:07/DSN-MUI/IV/2000, dan
kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai akad mudharabah pada Baitul
maal wat tamwil (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Sebagai bahan ilmu dan informasi tentang akad mudharabah yang
diterapkan pada Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-muhajirin cabang Bunta.
Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi penelitian

berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna.



b. Kegunaan praktis
Sebagai ilmu tambahan serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi instansi yang berkaitan dengan BMT dalam hal akad mudharabah yang baik

agar dapat mewujudkan prekonomian yang lebih maju.

D. Penegasan istilah
Dalam hal menghindari kesalahan pembahasan dalam memahami istilah-
istilah yang di maksut dalam judul “Implementasi Akad Mudharabah Baitul Maal
Wat tanwil (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta Kabupaten Luwuk Banggai” maka
perlu adanya penjelasan mengenai istilah tersebut yang terdapat dalam judul
penelitian sebagai berikut:
1. Implementasi
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi yaitu pelaksanaan,
penerapan.® Implentasi merupakan tindakan-tindakan yang di lakukan oleeh
indifidu atau penjabat-penjabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
telah diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan’
2. Akad Mudharabah
Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama antara dua belah pihak
diantaranya yaitu yang pertama pemilik dana atau modal, bias di sebut dengan

shahibul maal dan yang kedua yaitu pengelola modal biasa di sebut dengan

Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indosia, (Jakarta: Balai
Pustak, 1990), 525

Solichin Abul W. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implemetasi Kebijakan Negara
(Medan: Universitas Medan Area Press, 2001), 65



mudharib, untuk melakukan Kkegiatan yang bersifat produktif dengan
mengunakan prinsip sesuai dengan kesepakan antara shahibul maal dengan
mudharib.®
3. Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil berasal dari bahasa Arab yaitu, Baet Al-maal
yang berarti “Rumah Harta”.® Sedangkan tamwil adalah “pembiayaan atau
pendanaan”.’® Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil
guna meningkatkan kualitas perekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah .1
E. Garis-garis Besar Isi

Garis-garis besar penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk
memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu penulisan proposal ini
dibagi beberpa bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun
sistematika penulisan adalah:

Bab | pendahuluan. Secara keseluruhan pada bab ini membahas mengenai
konsep umum yang nantinya akan menjadi pijakan peneliti dan mengarahkan

penelitinya. Bab ini di antaranya membahas mengenai kontes penelitian atau latar

8Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syari‘ah ( Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada),
60

°Atabik Ali,et.all, Kamus Komporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum
Pondok Pesantren Krapyak, 1990), 372

101bid, 581

pysat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), Modul Pelatihan Pengelola Grosir
(Jakarta : PINBUK Pusat, 1997), 1



belakang untuk memberi penjelasan dari penjelasan dari pembahasan yang di
teliti, fokus penelitian yang berisi penelitian yang berisi rincian pertayaan-
pertayaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian yang nantinya
juga akan mempersentasikan gambaran yang ingin dicapai atau disebut tujuan dan
kegunaan penelitian, juga terdapat penegasan istilah yang diambil dari teori atau
pendapat pakar dilanjutkan dengan sistematika pembahasan yang sengaja dibuat
untuk memberikan gambaran megenai tatacara dalam penelitian ini agar tidak
melebar diluar kontesk diluar penelitian skripsi.

Bab Il kajian pustaka, dalam kajian pustaka ini membahas mengenai teori-
teori yang berhubungan dengan kajian yang diteliti, diantaranya mengenai proses
praktik akad mudharabah yang sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapakan
oleh lembaga keuangan syariah pada BMT Al-muhajirin cabang bunta, apakah
sudah sesuai dengan teori dan praktinya yang di lanjutkan dengan pemaparan dari
penelitian terdahulu sebgai acuan dalam penelitian.

Bab Il metode penelitian, didalam bab ini akan dikemukakan cara-cara
yang akan digunakan peneliti dalam membuat kerangka penelitian yang akan
dilakuakan, seperti dengan menjelaskan pengamatan tentang jenis penelitian dan
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data,
tehnik analisis data, pengcekan keapsahan data serta tahap-tahap penelitian yang

digunakan dalam penulisan laporan untuk memperoleh hasil penelitian.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Telah banyak karya penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep
akad mudharabah pada baitul maal wat tamwil (BMT) baik dalam bentuk buku,
jurnal, maupun skripsi, beberapa di antaranya yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Choirunnisa yang berjudul Analisis Yuridis
Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT As-Syafiiyah Kota Gajah
Lampung Tengah (studi normatif kompilasi hukum ekonomi syariah dan
fatwa DSN MUI). Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan
akad mudharabah di BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah tidak
memenuhi syarat dalam akad mudharabah, yaitu dalam hal nisbah
pembagian keuntungan karena di BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung
Tengah margin keuntungan ditentukan dengan persetase akan tetapi
kemudian ditetapkan dalam bentuk nominal dan setiap bulannya harus
membayar margin dengan jumlah yang sama. Persamaan penelitan yang
dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas berkaitan dengan
pelaksanaan akad mudharabah berdasarkan kesesuaian DSN Nomor
07/DSN-MUI/IV/2000 dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Adapun perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Siti Choirunnisa terfokus

pada hukum mengenai sah tidaknya akad mudharabah. Sedangkan yang di



lakukan oleh peneliti terfokus pada pelaksanaan akad mudharabah.!?

2. Skripsi yang ditulis Abdul Malik Firdaus yang berjudul "Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Menejemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) Al-Muhajirin Kecamatan Toili Kabupaten Banggai".'®
Permasalahan dalam skripsi ini berkaitan dengan menejemen pengelolaan
dana serta tinjauan hukum islam menejemen pengelolaan dana serta tinjauan
hukum islam BMT Al-Muhajirin Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.
BMT Al-muhajirin Toili sudah cukup baik dalam membantu pengelolaan
dana anggota. Menejemen pengelolaan dana pada BMT Al-muhajirin Toili
sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur hanya saja masih
terdapat unsur riba dan gharar didalam pengelolaannya. Persamaan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti di BMT
Al-muhajirin. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul
Malik Firdaus membahas berkaitan tentang tinjauan hukum Islam terhadap
menejemen pengelolaan dana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti berkaitan dengan implementasi akad mudharabah dan aspek yuridis
kesesuaian praktik akad mudharabah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurwanita yang berjudul "Implementasi Peran

Pusat inkubasi Usaha Kecilf (PINBUK) dalam upaya pengembangan

12Siti  Choirunnisa, Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT As-
Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah (studi normatif kompilasi hukum ekonomi syariah dan
fatwa DSN-MUI), (Lampung, 2016), https:/repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3078 (diakses 21

juni 2020)
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koperasi syari'ah BMT di Sulawesi tengah".'* Dalam skripsi tersebut
menjelaskan tentang salah satu perkembangan lembaga keuangan syari‘ah
yaitu BMT yang berada di Sulawesi Tengah. Dimana terdapat 26 BMT yang
beroperasi secara aktif. Namun, hanya 2 BMT yang perkembangan asetnya
terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. BMT tersebut antara lain BMT
Al-muhajirin toili dan BMT amanah Poso kota. Persamaan penelitian yang
di lakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas berkaitan dengan
BMT. Adapun perbedaan penelitian yang di lakukan oleh saudari Nurwanita
terfokus pada peran PINBUK dalam upaya mengembangkan Kopsyah BMT
di Sulawesi Tengah. Sedangkan yang di lakukan oleh peneliti terfokus pada

akad mudharabah yang ada di BMT Al-muhajirin cabang Bunta.

B.Kajian Teori

1. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharaba yang artinya memukul atau
berjalan. Istilah ini yaitu seseorang yang memukulkan kakinya untuk berjalan
dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT. Singkatnya akad mudharabah
yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak
menyediakan modal secara penuh serta pihak yang lainnya menjalankan usaha
pemilk modal biasa disebut dengan shahibul maal. Sedangkan pengelola modal
di sebut dengan mudharib, antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha.

Kemudian, mengenai pembagian keuntungan disepakati bersama serta mengenai

4Nurwanita. "skripsi Bilancia: Jurnal Studi ilmu Syari'ah dan Hukum" Implementasi Peran
inkubasi Bisnis Kecil (Pinbuk) Dalam Upaya Pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi tengah,
Vol. 12. 0. 1 (2018), 145. http://Jurnal.IAINPalu.ac.id/index.php/blc/article/view/339 (diakses 22
Agustus2021)
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kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian itu bukan karena kelalaian atau
disengaja maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.®

Dalam pengertian lain mudharabah berarti bepergian untuk berdagang.
Pengertian ini digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz
menggunakan istilah giradh yang bermakna memotong. Disebut demikian
dikarenakan pemilik modal memotong sebagian hartanya dalam perdagangan oleh
mudharib serta memotong sebagian dari keuntungannya.'®

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi
yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam
akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola
dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah
dalam istilah bahasa inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang
merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner, dan
pengelola dana disebut managing trustee atau labour partner.’

Para ulama juga berpendapat mengenai definisi mudharabah, diantaranya
menurut madzhab Hanafi,berpendapat bahwa mudharabah merupakan suatu
perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu
pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Kemudian madzhab Maliki juga
berpendapat mengenai akad mudhrabah yang di artikan sebagai alat penyerahan
uang oleh pemilik modal, dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada seseorang

yang akan menjalankan usaha, dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

SMuhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka SM,
2007), 41

Muhammad Ayub, Understanding Islmic Finance A-Z Keuangan Syari’ah, (Jakarta:
Gramedia, 2009), 491

"Dimas Ananda Rahman, Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil,
(Malag: FakultasEkonomi dan Bisnis, 2014), 5



sementara madzhab Syafi’i mendefinisikannya, pemilik modal menyerahkan
sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang
dengan keuntungan menjadi milik bersama. Sedangkan menurut madzhab
Hambali, penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan
tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian

tertentu dari keuntungannya.8

2. Landasan Hukum
Sumber hukum dalam Islam yang di gunakan dalam menyelesaikan
berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-qur'an dan
hadits.

a. al-Qur’an
al-Qur’an sebagai sumber dasar yang menjadi pijakannya. Sumber hukum

akad mudharabah salah satunya diambil dari Al-Qur’an. al-Qur’an sebagai
landasan teori yang harus di gunakan karena telah memberikan petunjuk

sebagaimana yang tersirat dalam Q.S Al Maidah: 1 dan Q.S Albagarah: 198.
Sshadly 3850 1550 Gl GG

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.[388] akad
(perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan
Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulansesamanya.(Q.S
Al-Maidah: 1).1°

BMuhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2004), 82.

9Kementerian Agama RI, al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim, 2014), 6



Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezkihasil perniagaan) dari
Tuhanmu. (Q.S AL-Bagarah: 198)

b. Hadis
Akad mudharabah tidak hanya tertera dalam al-Quran, tetapi juga

terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.

sl ol g Aagaalis (Jal I el AR B &6 .06 s all aile 0 s 0

(e 0 4abe ol ol 5 ) @l ¥ il
Terjemahnya:

Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak
secara tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan
dengan tepung untuk keperluan rumah untuk keperluan rumah tangga,
bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).?

Selain Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw yang dijadikan sebagai dasar
hukum mudharabah, maka ijma’ ulama juga dapat dijadikan acuan hukum
mudharabah. Seperti yang dipaparkan Muhammad Syafi’i Antonio, Imam Zailai
telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi
pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan

dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid.?!

3. Rukun dan Syarat
a. Rukun mudharabah
Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah. Ulama

hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah merupakan ijab dan gabul.

DImam musthofa, Figih Muamalah, Kontemporer, (Depok: PT Rajagrapindo persada,
2016), 152-153

ZIMuhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), 96



Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, dua orang yang
melakukan akad (al-agidani), modal (ma 'qud alaih), dan shighat (ijab dan gabul).
Sementara ulama Syafi’iyah juga berpendapat mengenai rukun mudharabah
menjadi 5 yaitu diantaranya modal, pekerjaan, laba, shighat, dan 2 orang yang
berakad.??

Berdasarkan pendapat para ulama mengenai unsur  (rukun) dalam
mudharabah, penulis mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat
dipahami secara mudah dengan menyebutkan faktor-faktor yang harus ada
dalam akad mudharabah, diantaranya:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam melakukan akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku.
Diantaranya pihak yang pertama berperan sebagai pemilik modal atau dana
(shahibul mal), sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai pelaksana usaha
(mudharib). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak bisa dilakukan
dan dikatakan tidak sah.

2. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor ini merupakan faktor yang berkaitan mengenai dana atau modal
dengan pekerjaan atau pelaku. Artinya pemilik modal menyerahkan modalnya
sebagai objek mudharabah, sedangkan pekerja menyerahkan kerjanya sebagai
objek mudharabah. Serta modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang
yang dirinci berapa nilainya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk
keahlian, keterampilan atau keahlian. Tanpa kedua objek ini, akad mudharabah
pun tidak bisa dilakukan.

3. Persetujuan dua belah pihak (ijab gabul)

Dalam faktor ini berkaitan mengenai prinsip at-taradin minkum (sama-

22Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226



sama rela). Artinya kedua belah pihak antara pemilik modal dengan pengelola
atau pekerja harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad
mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan
dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk
mengkontribusikan pekerjaannya.

4. Nisbah keuntungan

Dalam faktor yang terakhir menjelaskan tentang mengenai  nisbah
keuntungan, yang dimana nisbah ini mencerminkan sebagai imbalan yang berhak
diterima kedua belah pihak yang bermudharabah. Pengelola atau pekerja
mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan
atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini yang akan mencegah terjadinya
perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.?®
b. Syarat mudharabah

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah adalah:

1. Syarat pertama dua pihak yang berakad diantaranya yaitu pemilik modal
atau shahib al-maal dan pengelola dana/pengusaha/mudharib; Keduanya
haruslah orang yang berakal sehat serta sudah baligh (berumur 15 tahun)
dan bukan orang yang dipaksa.

2. Syarat kedua yaitu objek yang diakadkan terdiri atas modal (maal), usaha
(berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan
tersebut), dan keuntungan;

3. Sighat, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal
(ijjab) dan terima/ ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola

modal dari pemilik modal (gabul).

BAdiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2010), 205-206



4. Harta atau Modal
a. harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya serta nilainya, seandainya modal
tersebut berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan Modal
dalam nilai jual yang beredar (atau sejenisnya).
b. Modal dalam bentuk tunai dan bukan piutang
c. Modal harus diserahkan kepeda pengelola atau mudharib, untuk
memungkinkannyamelakukan usaha.
d. Keuntungan
1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan
yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan
pemilik modal harus jelas presentasinya.
2) Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan
dituangkan dalam kontrak.
3) Pembagian  keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib
mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib al maal.?*
Berdasarkan rukun dan syarat di atas, terlihat bahwa setiap rukun memiliki
syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak

terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

4. Jenis-jenis Mudharabah
Mudharabah terbagi menjadi dua jenis diantaranya yaitu mudharabah
mutlagah dan mudharabah mugayyadah seperti yang dijelaskan oleh \eithzal

Rivai. Lebih jelasnya, berikut ini merupakan jenis-jenis mudharabah, yaitu:

2%Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010), 139



a. Mudharabah Muthlagah

Mudharabah muthlagah yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan
kebebasan penuh kepada pengelola modal (mudharib) dalam menentukan jenis
usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.?® Dalam mudharabah ini,
shahibul maal tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh
mudharib.
b. Mudharabah Mugayyadah

Mudharabah mugayyadah yaitu akad yang dilakukana antara pemilik
modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal,
dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.?® Dalam mudharabah ini, pemilik
modal atau shahibul maal ikut serta menentukan segala hal yang berkaitan dengan
usaha yang akan dijalankan oleh pengelola atau mudharib. Semua aktifitas yang
dilakukan oleh pengelola yang berkaitan dengan usaha semuanya harus dipantau

dan diketahui oleh pemilik modal.

5. Manfaat Akad Mudharabah
Akad mudharabah mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah.
Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha
nasabah meningkat;

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan

Z\kithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Palembang: Rajagrafindo Persada,
2008), 126

2 Anymous. Mengenal Akad Perbankan Syari‘ah. (Artikel online), Bank Muamalat, (2016).
Diakses pada tanggal 10 april 2022.



secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga
bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
6. Risiko Mudharabah
Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama dalam
penerapannya dalampembiayaan relatif tinggi. Diantaranya:
a. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disepakati
dalam kontrak;
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.?’

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO:07/DSN-MUI/IV/2000
Secara yuridis, dewan syariah nasional (DSN) pada awalnya diakui

keberadaannya dalam surat keputusan direksi bank indonesia Nomor 32/34/1999
tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, yakni sebagai badan yang
memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, sekaligus
sebagai pengawan dewan pengawas syariah (DPS) diberbagai lembaga keuangan
syariah.?

Dewan syariah nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh
majelis ulama indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan
tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan
aktifitas lembaga keuangan syari’ah. Salah satu tugas pokok DSN yaitu mengkaji,
menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk

fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi disuatu lembaga

2’Muhammad Syafi“I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001), 98

BKhotibul umam, legislasi fikih ekonomi perbankan sinkronisasi peran dewan syari’ah
nasional dan komite perbankan syari’ah, (Jakarta, 2012), 360



keuangan syariah melalui dewan pengawas syariah yang melakukan pengawasan
terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan managemen lembaga
keuangan syariah.?®

Berdasarkan ketentuan fatwa dewan syariah nasional no:07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah bahwa dalam rangka
mengembangkan dan meningkatkan lembaga keuangan syariah (LKS) pihak LKS
dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu
akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak pertama (malik, shahib al-maal,
LKS) menyediakan selurun modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib,
nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara
mereka sesuai kesepakatan yang disepakati dalam kontrak bersama.dalam
ketentuan ini diwajibkan oleh setiap LKS atau pemilik modal wajib menerapkan
tentang ketentuan fatwa dewan syariah nasional no 07/DSN-MUI/IV/2000
tentang pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan syariah islam. *

Dalam ketentuan fatwa dewan syariah nasional mengenai mudharabh
pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga
koperasi syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. dalam
pembiayaan ini lembaga koperasi syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana)
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha,

2Imam Abdul Hadi, kedudukan dan wewenang lembaga fatwa (DSN-MUI) pada bank
syari’ah.(Jakarta, 2011), 3

%0Dewan syariah nasional MUI, fatwa dewan syariah nasional no: 07/DSN-MUI/IV/2000
tentang pembiyaan mudharabah (giradh), (jakarta, 2000), 1



tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak (lembaga koperasi syariah dan pengusaha).
Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama
dan sesuai dengan syariah dan lembaga koperasi syariah tidak ikut serta dalam
managemen perusahaan atau proyek tetatpi mempunyai hak untuk melakukan
pembiayaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan
jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Lembaga koperasi syariah sebgai
penyedia dana menanggung semuia kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika
mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi
perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah
dapat meminta jaminan dari mudharib artau pihak ketiga. Jaminan oini hanya
dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-
hal yang telah disepakati. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan
mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga koperasi syariah dengan
memperhatikan fatwa dewan syariah nasional. Sera biaya operasional dibebankan
kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (lembaga koperasi syariah) tidak
melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan,

mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan syarat pembiayaan

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap

hukum



2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dalam

memperhatikan hal-hal berikut:

. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak

(akad)

. Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana

kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan

dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad

. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib,

baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari

modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk

satu pihak



b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan
dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatn.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan
pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib, sebagai perimbangan (mugabil)
modal yang disediakan oleh penyedia modal, harus memperhatikan hal-hal

berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia

dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa

yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam dalam tindakannya yang
berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku

dalam aktifitas itu.

8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syriah ( KHES)

Komplikasi Hukum Ekonomi Syriah ( KHES) merupakan penyusunan atau

pengumpulan berbagai peraturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan



ekonomi syariah.3' Kompilasi hukum ekonomi syariah disusun sebagai respon
terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-
praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan
payung hukum. Dengan kata lain kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan
upaya positifisasi hukum muamalat dalam bentuk kehidupan umat islam di
indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem kontitusi

indonesia.3?

Kompilasi hukum ekonomi syaraiah (KHES) pada prinsipnya merupakan
produk figih yang di positifisasi. Oleh karena itu kompilasi hukum ekonomi
syariah (KHES) pada dasarnya mengacu pada sumber hukum islam yang sudah
populer.®® Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terdapat beberapa
pasal yang membahas mengenai kerja sama dengan menggunakan akad

mudharabah antara lain;

Pasal 231
1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada
pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

$1Bagus ahmadi, Akad Bay’, ijarah dan wadiah perpekstif kompilasi hukum ekonomi
syariah KHES), (jakarta, 2012), 317

32Cici ekasaputri, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan
(studi kasus di desa taman cari kecamatan probolinggo kabupaten lampung timur), (Lampung,
2017), 26

33Muhammad fahmi fahrurrodzi, Akad pembiayaan murabbahah dan musyarakah pada
perbankan syariah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan peraturan otoritas
jasa keuangan (OJK) kesesuaian dengan fatwa dewan syariah majelis ulama Indonesia, (Jakarta,
2018), 47



3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
Pasal 232
Rukun kerja sama dalam modal dan usaha

a. Shahib al maal atau pemilik modal
b. Mudharib atau pelaku usaha
c. akad

Pasal 233
Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan bersifat mutlaq atau bebas dan
terbatas atau mugayyad pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu
tertentu.

Pasal 236
Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al maal dengan mudharib
dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 249
Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian atau kerusakan
yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diijinkan serta
tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 252
Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah
yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan kepada pemilik

modal.



9. Ruang Lingkup Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Asal usul Baitul Maal Wat Tamwil berasal dari bahasa Arab, yaitu Baet
yang berarti “rumah™ dan al-Maal yang berarti "harta". Baitul maal adalah suatu
lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus yaitu menangani segala harta
umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.®* Sedangkan Tamwil
adalah “pembiayaan atau pendanaan”.*® Maka baitul maal wat tamwil (BMT)
merupakan lembaga yang mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana serta
berfungsi sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah dan juga berfungsi
sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif
sebagaimana layaknya bank.

Secara istilah BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang
didalamnya berisi baet al-maal wa altamwil yang berupaya mengembangkan
usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil dalam meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dalam rangka upaya
pengentasan kemiskinan.3®

Dalam hal ini, BMT memiliki dua fungsi yaitu :

a. Bait at-tamwil berfungsi untuk melakukan kegiatan usaha-usaha produktif dan
investas dalam meningkatkan kualitas pengusaha mikro dan kecil dalam upaya
menunjang kegiatan perekonomiannya.

b. Bait al-maal berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah

serta mengoptimalkan dalam distribusinya sesuai aturan dan amanahnya.®’

34 Atabik Ali, et.al, Kamus Konteporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum
PondokPesantren Krapyak, 1990), 1

*Ibid, 581

%pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), Pedoman Cara Pembentukan BMT
Balai Usaha Mandiri Terpadu, (Jakarta: Pinbuk, 1997), 1

7M. Amin Azis, Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), (Jakarta : Pinbuk
Press, 2004), 1



Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa BMT merupakan
lembaga ekonomi atau keuangan syari‘ah non perbankan yang bersifat informal.
BMT mempunyai dua fungsi, yaitu: Baitul Maal berfungsi sebagai penyalur
pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak dan sedekah (ZIS) sedangkan
Baitul Tamwil bertungsi sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang

investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank-bank.

C.Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksaan dari
akad mudharabah dengan teori-teori yang dipelajari dengan melihat dan mengkaji
hasil penelitian dilapangan berkaitan dengan pelaksanaan akad mudharabah yang
telah dilakukan oleh pihak baitul maal wat tamwil al-Muhajirin berdasarkan
ketentuan fatwa dewan syari’ah nasional no:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
mudharabah serta ingin mengetahui kesesuaian akad mudharabah di Baitul Maal
Wat Tamwil (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta berdasarkan Komplikasi Hukum
Ekonomi Syariah.

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana
(syahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian
atau keterampilan untuk mengelola sesuatu usaha yang produktif dan halal.

Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin merupakan koperasi
syari‘ah yang pada prinsipnya harus menerapakan prinsip-prinsip syariah. Maka

peneliti mencoba mengkaji mengenai implementasi akad mudharaba
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Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran




BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data dan
mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat
dengan masalah yang diteliti sehingga akan memperoleh data yang menunjang
penyusunan laporan penelitian. Oleh karena itu penulis menggunakan desain studi
kasus pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dengan cara mencocokkan
antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakkan metode
deskriptif.

Metode penelitian  yuridis empiris dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi ketentuan hukum normatif in-action pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi pada masyarakat. Dengan kata lain yuridis empiris
merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer).*

Adapun pertimbarngan-pertimbangan dalam pendekatan yuridis empiris ini
karena bersifat langsung antara peneliti dan responden serta merupakan metode
yang cocok dengan judul dan arah penelitian. Dengan melakukan observasi secara
langsung dengan informan melalui wawancara serta pengumpulan data atau

intisari dokumen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al- muhajirin cabang Bunta, yang beralamatkan di JIn. Wr. Monginsidi
No 4, Bunta 1, Kabupaten Banggai. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al-Muhajirin

%8Abdul Kadir Muhammad. Hukum dan penelitian hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), 134



Cabang Bunta merupakan anak Cabang dari Kantor BMT Pusat al-Muhajirin
Toili yang berada di wilayah Kab. Banggai.
C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti di lapangan BMT al-
Mubhajirin cabang Bunta sangat berpengaruh pada hasil penelitian sebab karakter
penelitian kualitatif yang menggunakan studi lapangan. Dalam hal ini Meleong
berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri maupun dengan
bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.>® Oleh sebab itu,
dalam hal ini perlu kehadiran yang maksimal agar upaya untuk mengumpulkan
data yang akurat dan dapat tercapai dengan baik. Akan tetapi, sebelum melakukan
penelitian, peneliti terlebih dahulu harus memiliki izin, dalam hal ini kepada
lembaga yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat izin dari perguruan
tinggi. Hal ini, dimaksudkan agar kehadiran peneliti dilokasi penelitian dapat
diterima dengan resmi oleh pihak lembaga/instansi sehingga pelaksanaan

penelitian dapat berlangsung sesuai yang diharapkan.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat
berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat
keterangan angka, simbol, kode dan lain-lain. Sedangkan sumber data adalah
subjek dari mana data dapat diperoleh.*® Tidak dapat dikatakan sebagai suatu
penelitian yang bersifat ilmiah apabila data dan sumber data yang dimiliki tidak
akurat bahkan tidak valid, maka data dan sumber data pada penelitian

dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

$Lexy J Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosada Karya,
2006), 8-11

40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta. 2010), 172



1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat data yang diperoleh secara
langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat pertama kalinya dan
merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data
kepada pengumpulan data melalui orang lain atau lewat dokumen.** Menurut
Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan.*> Maka sumber data yang yang mendukung dan melengkapi sumber
data primer adalah berupa dokumen dan langsung mengamati atau
mewawancarai nasabah, karyawan serta pihak pengelola/ pimpinan Koperasi
Serba Usaha (KSU) BMT Al-muhajirin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai dukungan data
pokok atau sebagai sumber yang dapat memberikan infomasi data tambahan yang
dapat memperkuat data pokok.** Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan
peneliti, data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data
ini biasnya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian yang sudah ada,
yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data
seperti dokumen, koran, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data-data
yang didapat dari berbagai macam sumber bacaan, seperti surat-surat pribadi,

notula rapat harian sampai dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

41Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta. 2009),
225

42Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rimeka
Cipta. 2010), 24

43Suryadi Suryabrata. Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998), 85



Dapat pula berupa majalah, buletin, hasil studi, skripsi, tesis, hasil survey dan lain
sebagainya.

Maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh
dalam bentuk data yang telah ada atau sudah jadi, yakni data yang telah
dipublikasikan. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah
segala bentuk data yang ada, baik dalam bentuk dokumen, benda, video, foto-

foto, catatan-catatan, dan lan-lain yang disajikan oleh BMT al-Muhajirin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam
penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data
agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang
sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik
yang dipergunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang
diperlukan untuk menyajikan gambaran yang riil dalam suatu peristiwa atau
kejadian.** Tujuan menggunakan metode observasi sewaktu kejadian tersebut
berlaku sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi
juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi
secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Dalam tehnik
observasi adabeberapahal yang harus diperhatikan anatralain, yaitu menentukan
objek yang akan di amati, mengumpulkan fakta terkait objek,menyiapkan laporan
untuk data hasil observasi, melakukan pencatatan observasi dan menyunting hasil

laporan observasi. Serta Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan

4 Abdurrahman Fhatoni. Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT
Asdimahasatya, 2006), 104



terjun langsung dan mendatangi lokasi penelitian mengenai "Implementasi Akad
Mudharabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta, hal ini
bertujuan untuk memperoleh data secara kongkret dan akurat.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang diperoleh sebeumnya.* teknik pengumpulan data
melalui proses tanya jawab lisan sambil bertatap muka antara peneliti dan subjek
peneliti yaitu pengelola BMT dengan menggunakan alat yang dinamakan
interview guide (panduan wawancara).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur atau
wawancara mendalam untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu dengan
mengadakan pertemuan dengan beberapa informan serta untuk menemukan
pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi spesifik yang
dikaji. Dari kegiatan wawancara ini peneliti beharap mendapatkan data yang rinci,
sejujur-jujurnya, serta data yang mendalam tekait dengan Implementasi Akad
Mudharabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al-Muhajirin. Adapun dalam hal ini
yang menjadi informan adalah pimpinan, karyawan dan nasabah BMT Al-
Mubhajirin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan
observasi. Dokumen dapat berbentuk karangan, pengumuman, instruksi, majalah,
buletin, pernyataan, gambar atau foto dan catatan-catatan lain yang berhubugan
dengan fokus penelitian. Tenik dokumentasi didapatkan dari rekaman dan

dokumen.®

45Saryono, Metode Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Nuha Medika. 2013), 59
46Ahmad Tanzeh, Pengantar Metod e Penelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009), 184.



F. Teknik Analisa Data

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,
sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil
penelitian.*” Data yang terkumpul dari laporan lapangan harus dianalisis. Tujuan
dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih harus dicari,
hipotesis yang perlu diuji, pertanyaan yang perlu dijawab, metode yang
digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan deteksi kesalahan dan
pebaikan dengan segera. Data yang diperoleh dari penelitian "Implementasi Akad
Mudharabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Cabang Bunta Kabupaten Luwuk
Banggai”. Analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif tidak
dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke
lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari
fenomena yang ada di lapangan.®® Analisis data di dalam penelitian ini akan
dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Terakhir analisis setelah
di lapangan, yakni analisis yang dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul.
Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan kemudian dibentuk menjadi
teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data
di lapangan.®® Dalam melakukan analisis data di masing-masing kasus, peneliti

menggunakan teori dari Miles dan Huberman yang menyajikan model pokok

47Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Bandung :
Alvabeta. 2012), cet 2, 333

“8Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), 38.
49Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 336.



analisis, yaitu:>
1. Analisis Data
Analisis data dilakukan pada objek Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al-
Muhajirin Cabang Bunta Kabupaten Banggai. Analisis dilakukan bersamaan
dengan pengumpulan data serta saat data sudah terkumpul.
2. Reduksi data
Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang Yyang tidak perlu dan mengorganisasikan data
sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Reduksi
data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan
sebelum data benar-benar terkumpul. Selanjutnya semua data yang telah
terkumpul diberikan kode. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan
lapangan atau transkrip dibuat ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian.
Setiap topik dibuat kode sehingga potonganpotongan informasi dapat dengan
mudah dikenali dan dikoordinasi.
3. Penyajian data
Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna
serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Data dalam penelitian ini berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, atau
paragraf-paragraf. Penyajian data yang dilakukan adalah dalam bentuk teks naratif

dengan bantuan matriks, grafik, jaringan dan bagan. Merancang kolom menjadi

0A. Maicel Huberman and B Miles Mathew, Qualitatif data Analisis, Edisi Bahasa
Indonesia, (Jakarta Ull Press, 1992), 16-20.



sebuah matrik untuk data kualitatif dan merumuskan jenis dan bentuk data yang
harus dimasukkan ke dalam kotak matrik kegiatan analisis.
4. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan
verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah
pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat
menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat
simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menjadi lebih
spesifik dan rinci.
G. Pemeriksaan Keabsahan

Temuan Menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik
pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah Kriteria
tertentu. Ada empat Kriteria yang digunakan vyaitu, derajat kepercayaan
(credebility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan
kepastian (confirmability). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu derajat

kepercayaan dan kepastian.®!

1. Derajat Kepercayaan
Uji keabsahan data menggunakan Kriteria derajat kepercayaan
(credebility) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu
ketekunan pengamatan dan triangulasi.

a. Ketekunan Pengamatan

>1Abdul Ghofur, Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul (Yogyakarta, 2017)
23-26



Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi
dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau
tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsurunsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari
dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti
peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara
berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan vyaitu triangulasi metode
pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

2. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,
melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui
maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan
peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan, semakin akrab
(tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada
informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti
melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh
menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun
peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika

analisis data, peneliti melakukan crosscheck di lokasi penelitian.



3. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif.
Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini
memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan
beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.
Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika
disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi,
objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang seorang. Dalam kriteria
kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci. Uraian rinci
(thick description) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks
penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya
sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang
menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus
mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan

pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga
1. Sejarah BMT AL-Muhajirin

Perkembangan terhadap program-program pemodalan baik dari usaha
mikro kecil dan menengah cukup besar karena adanya pemerhatian pemerintah
melalui program permodalan yang lahir baik melalui departemen koperasi
maupun departemen yang lain. Selain itu hal yang mendasari lahirnya koperasi
serba usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin adanya inisiatif dari
orang-orang yang perekonomiannya menengah keatas atau dengan kata lain
orang-orang yang mempunyai kecukupan dalam segi pembiyaan. Dengan
anggaran yang mereka miliki serta dengan kemampuan yang cukup, mereka
bekerja sama untuk menanamkan modal untuk mendirikan sebuah usaha lembaga
pengkoprasian dengan usaha simpan pinjam.

Koperasi serba usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin
didirikan 14 April 1998 dan mulai dioperasikan serta diresmikan pada tanggal 16
november 1998. Pada tahun pertamanya koperasi serba usaha syariah Baitul Maal
Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin mulai dijalankan sampai dengan 31 desember
1999 yang mempunyai jumlah anggota pendiri sebanyak 26 orang serta mampu
mengumpulkan nasabah dan tabungan dengan jumlah keseluruhan 180 orang.
Koperasi serba usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bermitra kepada 4 bank
diantaranya; bank syariah mandiri, bank syariah muamalat, BNI dan BRI serta

bermitra jaringan kepada penghimpungan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)



Indonesia, pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK), Inkopsyah Baitul Maal
Wat Tamwil (BMT), ABSINDO, ussi system IT.
2. Asas, visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Muhajirin cabang Bunta
a. Asas BMT Al-Muhajirin cabang Bunta
Asas koperasi serba usaha BMT Al-Muhajirin koperasi serba usaha yang
menggunakan dasar Pancasila dengan pemahaman sesuai akidah islamiyahserta
penerapan syariah mu’amalah yang berlandasan dari al-Quran serta As-Sunah dan
asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan
perkoperasian.
b. Visi
Visi koperasi serba usaha BMT Al-Muhajirin yaitu mengembangkan
BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang sehat, sebagai
sarana gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan
sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang penuh keselamatan,
kedamaian dan kesejahteraan.
c. Misi
Misi dari BMT Al-muhajirin antara lain:
1) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakan dari rentenir,
jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi
2) Mewujudkan gerakan pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas
kegiatan ekonomi yang riil dan kelembagaannya dalam menuju tatanan

perekonomian yang makmur dan maju



3) Mewujudkan keadilan dalam membangun struktur masyarakat madani yang
makmur, maju, adil yang berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT

d. Tujuan

Tujuan Koperasi Serba Usaha BMT Al-Muhajirin yaitu mewujudkan
kehidupan anggota dan masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian dan
kesejahteraan.

3. Kegiatan pelayanan jasa koperasi serba usaha BMT Al-Muhajirin

cabang Bunta
Landasan akad dalam perhimpunan dana maupun pembiayaan

menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah
Nasional/ MUI dalam bentuk fatwa. Fatwa tersebut berlaku bagi semua lembaga
keuangan syariah, diantaranya untuk jenis simpanan tabungan dan infestasi
berjangka seperti simpanan wadi’ah dan mudharabah.

Koperasi serba usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai produk
simpanan, diantaranya;
a. Simpanan masa depan

Simpanan masa depan merupakan simpanan yang direncanakan untuk
kebutuhan anggota dimasa yang akan datang serta yang dikhususkan untuk
kebutuhan anggota tersebut, penarikan simpanan masa depan ini dapat dilakukan
sewaktu-waktu anggota membutuhkannya.
b. Simpanan pendidikan

Simpanan pendidikan merupakan simpanan yang digunakan untuk

keperluan siswa dalam hal pendidikan baik digunakan untuk keperluan SPP, buku,



study tour, dll. Simpanan pendidikan ini dapat dilakukan penarikan dalam satu
tahun dua kali yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester.
c. Simpanan qurban/ agigah

Simpanan qurban/ agigah yaitu bentuk simpanan yang dilakukan untuk
digunakan dalam hal membantu kebutuhan berqurban baik dalam bentuk hewan
qurban ataupun dalam bentuk uang. Penarikan dilakukan saat saldo telah
memenuhi harga hewan qurban atau agigah.
d. Simpanan hari raya

Simpanan hari raya merupakan simpanan yang diperlukan dalam
mempersiapkan kebutuhan hari raya bagi segala jenis lapisan masyarakat.
Penarikan dapat dilakukan seminggu sebelum hari raya idul fitri.
e. Simpanan haji dan umrah

Simpanan haji dan umrah merupakan simpanan yang digunakan untuk
keperluan haji atau umrah bagi segala jenis lapisan masyarakat. Penarikan dapat
dilakukan pada saat saldo telah memenuhi biaya perjalanan ibadah haji atau
umrah.
f. Simpanan walimahan

Simpanan walimahan merupakan bentuk simpanan yang digunakan untuk
mempersiapkan biaya pernikahan bagi para calon pengantin. Penarikannya dapat

dilakukan ketika sewaktu-waktu anggota membutuhkan.



4. Jenis produk pembiyaan dan simpanan Baitul mal wat tamwil (BMT)
Al-Muhajirin cabang Bunta

Didalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin terdapat landasan
akad operasional dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan menggunakan
prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI dalam
bentuk fatwa. Fatwa tersebut berlaku bagi semua lembaga keuangan syariah
terutama koperasi serba usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin
cabang Bunta. Diantara jenis simpanan dan pembiayaan tersebut antara lain :
a. Wadi’ah yad dhamanah

Wadi’ah yad dhamanah yaitu akad penitipan barang dimana pihak
penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan
barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan
barang semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang
tersebut menjadi hak penerima titipan, akad wadi’ah bersifat tolong menolong
antara sesama manusia.>? Dengan konsep wadi’ah yad dhamanah Contoh seorang
nasabah ingin mengamankan uangnya di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam
jangka waktu yang lebih lama dan pihak pemilik dana mengijinkan pihak Baitul
Maal Wat Tamwil (BMT) untuk mengelola uangnya tersebut.
b. Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang

berdasarkan kepercayaan dan biasa dikenal dengan akad kerja sama antara

52Gjahdeini, perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia.
(Jakarta, 2007), 55



pemilik modal dan pengelola modal. Dalam hal ini di butuhkan sebuah
kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena
kepercayaan merupakan unsur terpenting dari akad mudharabah sehingga dalam
istilah bahasa inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan
investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner, dan pengelola dana
disebut managing trustee atau labour partner.

c. Musyarakah
Musyarakah merupakan pembiayaan dimana Baitul maal wat tamwil

(BMT) Al-Muhajirin dan anggota bekerja sama dalam hal penyertaan modal dan
pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan dibagi bersama sesuai

kesepakatan.

1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk modal tambahan (Sebelumnya anggota
telah memiliki modal).

2) Pengelolaan usaha dilakukan secara bersama-sama oleh anggota dan Baitul
maal wat tamwil (BMT).

3) Plafon/ jumlah pembiayaan sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian
Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.

4) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 660 Hari atau 180 Minggu atau 24
Bulan.

5) Pola angsuran pokok dan bagi hasil, dilakukan harian/Mingguan/ Bulanan atau
sesuai kesepakatan.

6) Pola bagihasil menggunakan pola Profit Sharing (Bagi hasil berdasarkan laba

usaha).



7) Baitul maal wat tamwil (BMT) wajib menganalisa anggota & usahanya sesuai
prinsip 5Cs (Caracter, Capacity, Capital, Colateral,Condition & Syariah).

8) Staf Baitul maal wat tamwil (BMT) wajib menanyakan laporan hasil usaha
anggota, setiap anggota akan membayar angsuran.

9) Anggota wajib menyampaikan laporan hasil usaha.
d. Murabbahah

Murabbahah merupakan pembiayaan untuk pembelian barang dimana

Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin selaku penjual dengan anggota

selaku pembeli, harga pokok dan harga jual diketahui dan disepakati oleh anggota

dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang diketahui kedua

pihak.

1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk pembelian/pemilikan barang yang halal
zatnya dan halal perolehannya.

2) Plafon/ harga pokok barang dan harga jual diketahui oleh anggota sebagai
pembeli.

3) Plafon/jumlah pembiayaan sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian
Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.

4) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 660 Hari atau 180 Minggu atau 24
Bulan.

5) Pola angsuran, dilakukan harian/Mingguan/Bulanan atau sesuai kesepakatan.

6) Marjin keuntungan Baitul maal wat tamwil (BMT) didasarkan kesepakatan

harga jual bersama anggota.



7) Anggota dapat memberikan urbun (Uang muka) atas harga pokok barang, dan
menjadi pengurang dari harga jual.

8) Baitul maal wat tamwil (BMT) wajib menganalisa anggota & usahanya sesuai
prinsip 5Cs (Caracter, Capacity, Capital, Colateral,Condition & Syariah).
e. ljarah

Ijarah merupakan sewa-menyewa suatu manfaat barang atau jasa antara

Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin selaku pihak yang menyewakan

dengan anggota selaku penyewa. Baitul maal wat tamwil (BMT) berhak

mendapatkan ujrah (jasa sewa) sesuai kebijakan Baitul maal wat tamwil (BMT).

1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk pengalihan manfaat suatu barang atau
jasa dari Baitul maal wat tamwil (BMT) atau pihak lain yang disepakati Baitul
maal wat tamwil (BMT) kepada anggota sebagai penerima manfaat barang/
jasa.

2) Plafon/nilai manfaat barang atau jasa dan ujrah (jasa sewa) diketahui oleh
anggota.

3) Ujrah ditetapkan oleh Baitul maal wat tamwil (BMT) sebagai pemberi manfaat
barang/jasa.

4) Plafon/jumlah pembiayaan sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian
Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.

5) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 660 Hariatau 180 Minggu atau 24
Bulan.

6) Pola angsuran, dilakukan harian/Mingguan/Bulanan atau sesuai kesepakatan.



7) Baitul maal wat tamwil (BMT) wajib menganalisa anggota dan usahanya
sesuai prinsip 5Cs (Caracter, Capacity, Capital, Colateral,Condition dan
Syariah).

f. ljarah Muntahia Bit Tamilq
ljarah Muntahia Bit Tamilg merupakan sewa-menyewa suatu manfaat
barang atau jasa antara Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin selaku pihak
yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa. Baitul maal wat tamwil

(BMT) berhak mendapatkan ujrah (jasa sewa) sesuai Baitul maal wat tamwil

(BMT), dan di masa akhir sewa, bila seluruh persyaratan telah dipenuhi anggota

kepada, maka barang sewa dialihkan pemilikannya menjadi milik anggota.

1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk pengalihan manfaat suatu barang atau
jasa dari Baitul maal wat tamwil (BMT) atau pihak lain yang disepakati Baitul
maal wat tamwil (BMT) kepada anggota sebagai penerima manfaat barang/
jasa dan diakhir masa sewa, anggota hendak memiliki barang sewa tersebut.

2) Plafon/ nilai manfaat barang atau jasa dan ujrah (jasa sewa) diketahui oleh
anggota.

3) Ujrah ditetapkan oleh Baitul maal wat tamwil (BMT) sebagai pemberi
manfaatbarang/ jasa.

4) Plafon/jumlah pembiayaan sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian
Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.

5) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 660 Hari atau 180 Minggu atau 24
Bulan.

6) Pola angsuran, dilakukan harian/ Mingguan/ Bulananatau sesuai kesepakatan.



7) Selama persyaratan pengalihan pemilikan belum dipenuhi anggota, status
pemilikan barang tetap menjadi milik Baitul maal wat tamwil (BMT), dan
status anggota sebagai penyewa saja.

8) Pengalihan pemilikan dilakukan setelah masa sewa berakhir dan atau sesuai
kesepakatan, anggota ingin mengakhiri dan memenuhi persyaratan pemiikan
barang.

9) Baitul maal wat tamwil (BMT) wajib menganalisa anggota dan usahanya
sesuai prinsip 5Cs (Caracter, Capacity, Capital, Colateral,Condition dan
Syariah)

g. Pinjaman Al-Qardh
Pinjaman Al-Qardh merupakan kegiatan transaksi dengan akad pinjaman
dana non komersial di mana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar
pokok dana yang dipinjam kepada Baitul maal wat tamwil (BMT) yang
meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalamwaktusesuai kesepakatan.

1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk konsumtif atau untuk produktif.

2) Plafon pinjaman sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan
(BMPP) atau yang disepakati.

3) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 360 Hariatau 90 Minggu atau 12
Bulan.

4) Pola angsuran, dilakukan harian/ Mingguan/ Bulanan atau sesuai kesepakatan.

5) Anggota wajib membayar pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjam.

6) Anggota dapat member infaq sesuai kerelaannya.



7) Baitul maal wat tamwil (BMT) wajib menganalisa anggota dan usahanya
sesuai prinsip 5Cs (Caracter, Capacity, Capital, Colateral,Condition dan
Syariah).

h. Akad Al-Rahn (Gadai) Pembiayaan bagi anggota dengan jaminan barang
bergerak (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu.

1) Pembiayaan bagi anggota dengan jaminan barang bergerak (dapat dipindahkan)
selama jangka waktu tertentu.

2) Jenis barang yang diterima oleh Baitul maal wat tamwil (BMT) hanya berupa
EMAS baik perhiasan maupun batangan, disertai dengan surat pemilikannya.

3) Jangka waktu pembiayaan maksimal adalah 4 Bulan.

4) Ukuran berat, karat dan taksasi (penilaian) harga dilakukan sesuai standar
penilaian Baitul maal wat tamwil (BMT) dengan kerjasama dengan mitra
penilai.

5) Harga taksiran emas maksimal adalah 85 % dari harga pasar yang berlaku.

6) Biaya akad gadai terdiri dari: Administrasi akad: Rp. 30.000,- Ujrah
pemeliharaan: Rp. 9.000,-/Gram/Bulan.

7) Pemilik barang wajib membayar kembali pinjaman kepada Baitul maal wat
tamwil (BMT) sejumlah nilai pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.

8) Barang gadai yang tidak ditebus sesuai dengan tanggal jatuh tempo, setelah
diberikan masa tenggang selama 1 Bulan, maka akan di lelang untuk dijadikan

sebagai sumber pelunasan pinjaman kepada Baitul maal wat tamwil (BMT).



5. Struktur BMT Al-Muhajirin cabang Bunta

Sri Handayani

Rapat anggota
tahunan (RAT)

Manager cabang bunta

Ahmad Musinin, SE.I

Kabag Pembiayaan

Teller

Siti Rahma Huku

K.a. Marketing

Aqus Andi Samsur, S.Kep

Marketing Executive

Tomi A. Djunaidi

Marketing

Evawati Puji Rahayu, S.sos

Collector




Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin

cabang Bunta.

B. Implementasi Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwi; (BMT) al-
Muhjairin cabang Bunta

Dalam pelaksanaan akad mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-muhajirin cabang bunta dimana pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
bertindak selaku shahibul maal dan anggota sebagai mudharib, yang mengelola
modal. Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak
atas dasar pendapatan atau omset (revenue) atau keuntuntungan (profit). Kerugian
usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi
bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan kepada pemilik modal dan
Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang
diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diijinkan serta tidak
sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad. Seperti yang dikatakan oleh
bapak Ahmad selaku manager pada Baitul Maal Wat Tamwil cabang bunta,

berikut;

“Di Baitul Maal Wat Tamwil memiliki sistem kerja sama yakni akad
mudharabah yang dimana pihak kami (Baitul Maal Wat Tamwil)
memberikan pembiayaan kepada anggota dengan sistem bagi hasil yang
bertindak sebagai shahibul maal yaitu pihak kami (baitul maal tamwil) dan
yang menjadi mudharib yaitu yang mengelola modal. Dalam hal ini pihak
Baitul Maal Wat Tamwil saat memberikan modal tidak sembarang
memberikan modal atau ikatan kerja sama kepada anggota akan tetapi pihak
kami (Baitul Maal Wat Tamwil) wajib menganalisis anggota dan usahanya
sesuai prinsip 5 Cs yaitu, character (Watak) berarti suatu keyakinan
terhadap sifat seseorang yang akan diberikan pembiayaan tersebut benar-
benar dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah
berupa gaya hidup, keadaan keluarga, latar belakang pekerjaan, yang semua



itu dapat menjadi ukuran kemauan nasabah untuk membayar. Capacity
(Kemampuan) kemampuan yang penulis maksud disini adalah kemampuan
seorang nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-muhajirin. Capital (Modal) adalah untuk
melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca
dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus
dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Collateral
(Jaminan atau agunan) merupakan jaminan yang diberikan oleh calon
nasabah pembiayaan mudhabahah. Jaminan hendaknya melebihi dari
pembiayaan yang diberikan. Jaminan hendaknya harus diteliti
keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah maka jaminan yang
dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Condition of
Economy (Kondisi Perekonomian) dalam memberikan pembiayaan
hendaknya melihat kondisi perekonomian nasabah. Syariah, prinsip syariah
diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaaan
tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan
pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip
syariah.Ketika pihak kami telah menyetujui untuk menjalankan kerja sama
kepada anggota, pihak anggota bersedia untuk dimintai laporan hasil usaha
dari staf kami. Serta kami dari pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
memberikan prosedur yang mudah dihamai oleh masyarakat agar
masyarakat mudah ketika ingin melakukan kerja sama bersama kami dan
dari kami juga melihat peluang-peluang bahwa rata-rata yang menjalin kerja
sama bersama kami itu dari golongan usaha mikro.”>

Dalam melakukan proses kerjasama antara pemilik modal dan pengelola
modal tentu terdapat beberapa proses dalam menentukan calon pengelola modal,
seperti yang dikatakan bapak Ahmad selaku manager Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-muhajirin cabang bunta sebagai berikut:

“Dalam hal ini sebenarnya prosesnya juga hampir sama dengan lembaga-
lembaga keuangan atau pembiayaan dalam arti kerja sama dalam mencari
nasabah, dari pihak kami biasanya menggunakan referensi dari teman dan
saudara, atau dengan cara turun langsung menawarkan produk kepada
komunitas atau organisasi dengan sosialisasi mengenai produk kami, jadi
dengan sekali sosialisasi dapat menawarkan kebeberapa orang dengan

53Ahmad Muhsinin, Manager, wawancara, Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin
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efektif waktunya, kalau menawarkan persatu orang tentu membutuhkan
waktu yang agak lama, namun tidak menutup kemungkinan untuk
menawarkan ke perseorangan, apabila mendapatkan referensi dari teman
ataupun keluarga. Dalam sistem marketing apabila mendapatkan nasabah,
maka nasabah itu akan menjadi akar untuk mereferensikan kepada teman-
temannya.”>*

Dalam melakukan sebuah kerja sama tentu ada proses yang harus dipenuhi
mislanya mengenai syarat wajib atau kualifikasi ketentuan untuk menjadi anggota
atau nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang bunta,
seperti yang dikatakan oleh pegawai di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) cabang
bunta, syarat-syarat tersebut antara lain:

Mengisi formulir keanggotaan

Menyerahkan potocopy KTP atau identitas yang masih berlaku

Photo copy keluarga

Photocopy surat nikah

Jaminan (dapat berupa sertifikat tanah/ bangunan, BPKB kendaraan atau
SK dengan surat kuasa potong gaji)

Slip gaji atau surat rekomendasi perusahaan

7. Daftar barang dan bukti pembelian (khusus pembiayaan mudharabah).®®

aogrwdE

o

Dengan salah satu kemudahan yang dimiliki oleh Baitul Maal Wat Tamwil
dalam akad mudharabah sehingga mempermudah calon anggota dalam sistem
bagi hasil yang hasilnya disepakati bersama tanpa terbebani oleh salah satu pihak,
dalam perhitungan bagi hasil ada dua model pola bagi hasi diataranya yaitu pola
revenue sering dan profit sharing. seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad
selaku manager baitul maal wat tamwiil dalam proses perhitungan bagi hasil

Contoh bagi hasil pola revenue shering:

S Ahmad Muhsinin, Manager, wawancara, Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin
pada 1 maret 2022

5Sukria,Pegawai di Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin, wawancara, Baitul maal
wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin pada 1 maret 2022



Modal awal : Rp. 1.000.000,-

Jangka waktu : 10 bulan
Rata-rata omset usaha : Rp. 10.000.000,-/bulan
Rata-rata laba bersih : 2.500.000,-

Keuntungan yang diharapkan Baitul Maal Wat Tamwil adalah 25.000
NISBAH HASIL UNTUK BMT:

Keuntungan diharapkan Baitul Maal Wat Tamwil : Rata-rata omset x 100%

25.000 : 10.000.000 x 100%-= 0,25% dari omset, bagian Baitul Maal Wat
Tamwil.
Sisanya 99,75% dari omset, bagian anggota.

BAGI HASIL YANG WAJIB DIBAYAR :
omset riil bulan bersangkutan x nisbah 0,25%
jadi bila omset riil bulan ke 1 ternyata 11.000.000 maka ansuran adalah

Pokok 100.000

Basil : 27.500 maka angsuran bulan pertama adalah 127.500.
Selanjutnya pokok yang dibayar tetap namun bagi hasil belum tentu tetap
karena didasarkan oleh omset riil diperoleh anggota.

Contoh bagi hasil dengan pola profit sharing:

Modal awal : Rp. 1.000.000,-
Jangka waktu : 10 bulan
Rata-rata omset usaha : Rp. 10.000.000,-/bulan
Rata-rata laba bersih : 2.500.000,-

Keuntungangan diharapkan BMT : Rata-rata keuntungan x 100% °°

25.000 : 2.500.000 x 100% dari keuntungan, bagian BMT
Sisanya 99% dari keuntungan, bagian anggota

BAGI HASIL YANG WAJIB DIBAYAR :
Keuntungan Riil bulan bersangkutan x nisbah 1%

Jadi bila omset Riil bulan kesatu ternyata 2.750.000 maka angsuranya
adalah

Pokok :100.000

Basil : 27.500

angsuran bulan pertama : 127.500

selanjutnya pokok dibayar tetap,namun bagi hasil belum tentu tetap, karna
didasarkan pada keuntungan yang riil diperoleh anggota.

%6Ahmad Muhsinin, Manager, wawancara, Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin
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Bila anggota akan melunasi sebelum jatuh tempo, maka bagi hasil yang
wajib dibayar adalah sejumlah bagi hasil sampai bulan pelunasan saja
ditambah pokok (bagi hasil tidak dihitung hingga jatuh tempo).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak naskan selaku
anggota koperasi serba usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-muhajirin
cabang Bunta dengan menggunakan pembiayaan akad mudharabah. Dimana
beliau meminjam uang kepada pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-
muhajirin untuk menjalankan usahanya berupa berdagang pakaian yang nantinya
menggunakan sistem bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dengan
menggunakan pola bagi hasil revenue sharing seperti perkataan beliau sebagai
berikut:

“Saya mengambil produk pembiyaan dengan menggunakan akad
mudaharabah di BMT Al-Muhajirin cabang Bunta dalam hal meminjam
dana pada pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-muhajirin untuk
menambah modal dalam menjalankan usaha jual beli motor bekas di Desa
Dwipakarya. Pinjaman saya sebesar RP.10.000.000,- dimana sebelum
memberikan dana itu pihak dari Baitul Maal Wat Tamwil melakukan survey
terlebih dahulu, mulai dari tempat usaha serta tempat tinggal saya. Setelah
semua syarat terpenuhi barulah dana bisa saya ambil dari pihak Baitul Maal
Wat Tamwil. Akad yang dilakukan sangat jelas menurut saya karena saya
mengetahui dan menyepakati bagi hasil dari peminjaman modal usaha

Rp.10.000.000,- tersebut. Serta misalkan mengalami rugi di tanggung
bersama.”®’

Berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah bahwa dalam rangka
mengembangkan dan meningkatkan lembaga keuangan syariah (LKS) pihak LKS
dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu

akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak pertama (malik, shahib al-maal,

5"Najirin Abdullah, Anggota atau nasabah di Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin,
wawancara, Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin pada 10 maret 2022



LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib,
nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka
sesuai kesepakatan yang disepakati dalam kontrak bersama. Sesuai dengan yang
dikatakan bapak Ahmad dalam penerapan akad mudharabah tidak lari dari
konteks fatwa Dewan Syariah Nasional No0:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan mudharabah yaitu:
“Didalam produk kerja sama atau mudharabah yang telah direalisasi, maka
disini pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menyediakan dana untuk
kelangsungan anggota (nasabah) dalam menjalankan usaha, serta nasabah
harus bertanggung jawab untuk kelangsungan usahanya, dan mengenai
keuntuntungan, kita harus sesuaikan berdasarkan kesepakatan nisbah bagi
hasil, dalam hal ini kenapa kami harus membutuhkan laporan keuangan
nasabah atau deklarasi bagi hasil karena factor tersebut kami gunakan
sebagai landasan supaya nanti kami dari pihak Baitul Maal Wat Tamwil

(BMT) bisa menyesuaikan mengenai ketentuan fatwa Dewan Syariah
Nasional.”®

Dari wawancara diatas dapat dituliskan bahwa pihak Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) sangat mampu melihat peluang yang ada pada masyarakat
khususnya masyarakat di Bunta, pelaksanaan akad mudharabah di Baitul mal wat
tamwil (BMT) sangat membantu dalam proses peningkatan perekonomian
masyarakat serta probilitas atau keuntungan Baitul Maal Wat Tamwil. Proses
operasional Baitul Maal Wat Tamwil dalam sistem bagi hasil yakni produk akad
mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil bisa terbilang terstruktur dan
menmperhatikan nilai-nilai yang ada dalam suatu proses keberhasilan dalam

sebuah lembaga. dalam proses oprasionalnya sehingga ketika lembaga dapat

%8Ahmad Muhsinin, Manager, wawancara, Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin
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menjalankan oprasional dan sistem dengan baik maka akan berjalan dengan
perencanaan.
C. Aspek yuridis kesesuaian akad mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta

Berdasarkan wawancara serta observasi yang peneliti lakukan berkaitan

dengan kesesuaian akad mudharabah, antara lain;

1. Ketentuan Pembiayaan

a. Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta dalam
program kerja sama (mudharabah) semua modal ditanggung oleh pemilik
modal (shahibul maal), Serta dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional
No0:07/DSN-MUI/IV/2000 akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak
pertama (malik, shahib al-maal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan
pihak kedua ( ‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola.

b. Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin jangka waktu
pengembalian dana sesuai kesepakatan yaitu maksimal 1080 hari atau 270
minggu atau 36 bulan. Dalam fatwa DSN-MUI jangka waktu usaha, ditentukan
berdasarkan kesepakatan dua belah pihak (lembaga koperasi syariah dengan
pengusaha) sedangkan didalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak
dijelaskan mengenai persoalan pengembalian modal.

c. Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta keuntungan

dibagi sesuai kesepakatan bersama. Serta didalam ketentuan fatwa Dewan



Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 keuntungan usaha dibagi diantara
mereka sesuai kesepakatan yang disepakati dalam kontrak bersama. Serta
dalam ketentuan Komplikasi Hukum Ekonomi Syriah (KHES) pada Pasal 236
Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al maal dengan mudharib
dinyatakan secara jelas dan pasti.

. Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta kerugian
yang tanpa disebabkan oleh kelalaian pengelola modal atau mudharib di
tanggung oleh pemilik modal atau pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-
Muhajirin cabang Bunta. Serta kerugian yang disebabkan oleh kelalaian
pengelola modal atau mudharib, pengelola modal harus bertanggung jawab
atas kelaliannya tersebut, serta didalam ketentuan fatwa Dewan Syariah
Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 Lembaga koperasi syariah sebgai
penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali
jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau
menyalahi perjanjian. Serta dalam ketentuan Komplikasi Hukum Ekonomi
Syriah (KHES) pada Pasal 252 Kerugian usaha dan kerusakan barang
dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian
mudharib, dibebankan kepada pemilik modal.

. Dalam produk akad mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-
Mubhajirin cabang Bunta. Pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diwajibkan
selalu melakukan survey terhadap para anggota yang hendak melakukan
pembiayaan atau menjalankan kerja sama dalam ber usaha dan dalam fatwa

Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 pihak pemilik modal harus



melakukan pembinaan dan pengawasan, akan tetapi di dalam Komplikasi

Hukum Ekonomi Syriah (KHES) tidak dijelaskan mengenai pengwasan

pemilik modal terhadap usaha yang dilakukan muhdarib

2. Rukun dan Syarat

. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum,

dalam kriteria yang umum mengenai cakap hukum yaitu orang yang telah

dewasa (telah berumur 21 tahun) dan berkal sehat sesui dengan dengan pasal

330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, atau

sudah (pernah) menikah. Sementara dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

sebagai pengelola (mudharip) yaitu;

1) Warga Negara Indonesia

2) Mempunyai kemampuan untuk melakukan dalam tindakan hukum (balig
dan normal)

3) Memiliki aktifitas, mata pencaria atau usaha-usaha produktif yang halal.

4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok
dan simpanan wajib sesuai dengan keputusan musyawarah anggota.

. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada

mudharib yang berbentuk uang atau barang yang bernilai bukan berbentuk

piutang serta modal atau aset yang diberikan kepada mudharib harus dinilai

pada waktu akad serta harus diketahui jumlah dan jenisnya.

. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari

modal yang diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya

untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus



diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam
bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Penyedia dana
menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak
boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

d. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib merupakan hak ekslusif
mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk
melakukan pengawasan dan tidak boleh mempersempit tindakan pengelola
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu
keuntungan. Pihak pengelola tidak boleh menyalahi ketentuan-ketentuan atau
aturan yang telah disepakati, serta tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Hasil dari keseluruhan analisa terkait pelaksanaan akad mudharabah pada
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta dapat ditarik
kesimpulan bahwa pelaksanaan akad tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan
Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IVV/2000, dan berdasarkan Komplikasi Hukum

Ekonomi Syariah.



BABV

PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan penelitian
yang telah disampaikan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
cabang Bunta telah tersistem dengan baik dalam membantu meningkatkan
usaha masyarakat atau anggota koperasi serba usaha tersebut.

2. Dalam hal pelaksanaan akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) cabang Bunta, sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syari’ah
nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 dan sudah sesuai berdasarkan
Komplikasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diajukan peneliti untuk
mengatasi kendala

1. Perlunya sosialisasi lebih meluas kepada masyarakat sekitar, sosialisasi
tersebut dapat dilakukan dengan cara: pemasangan pamflet menarik, brosur
dan mengadakan even agar supaya peminat Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
lebih banyak dan nasabah lebih mengenal produk-produk Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) terutama pada produk Mudharabah.

2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) harus selalu komitmen terhadap apa yang
menjadi landasan dalam menerapkan akad Mudharabah berdasarkan pada

peraturan-peraturan syariah.



3. Pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) lebih memperketat persyaratan yang
harus dipenuhi dan terus melakukan monitoring terhadap usaha nasabah
atau anggota dan terus menjaga silaturahmi dengan baik keanggota serta
memberikan pelatihan-pelatihan yang intensif terhadap para karyawan
berkaitan dengan penerapan hukum islam pada saat menjalankan sistem

kerja.
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PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-

Muhajirin cabang Bunta

A.Wawancara dengan Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-

Muhajirin cabang Bunta

1. Bagaimana sejarah pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin
cabang Bunta?

2. Bagaimana Asas, visi, Misi dan Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-
Mubhajirin cabang Bunta?

3. Bagaimana pelayanan jasa koperasi serba usaha Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?

4. Bagaimana struktur organisasi kepegawaian di Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?

5. Bagaimana sistem pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin
cabang Bunta dalam pelaksanaan akad mudharabah?

6. Bagaimana kualifikasi calon nasabah atau anggota baru pada Baitul Maal
Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?

7. Apa saja syarat menjadi calon nasabah atau anggota baru pada Baitul Maal

Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?



8. Bagaimana sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta dalam penerapan akad
mudharabah?

. Wawancara dengan Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-

Muhajirin cabang Bunta

1. Produk-produk apa saja yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-
Muhajirin cabang Bunta?

2. Bagaimana pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memperkenalkan
produk-produk yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin
cabang Bunta kepada masyarakat setempat?

.Wawancara dengan Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-

Muhajirin cabang Bunta

1. Pembiayaan apa yang pernah bapak lakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?

2. Usaha apa yang bapak jalankan?

3. Apakah ada survey atau kunjungan dari pihak Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?

4. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah bapak ketahui?

5. Apakah bapak ibu mengetahui mekanisme bagi hasil yang di terapkan pihak

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
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Nama : Alam Wahyu Luhur Mazaki
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BAITUL MAAL WATTAMWIL ( BMT )
KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA

JI. Robert Wolter Monginsidi No. 3 Kec, Bunta

AKAD PEMBIAYAAN BAGI HASIL
NO. REKENING :

Bismillahirrohmanirrohim

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-nkad (perjanjian) itu"
“Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi”
(Surat Al-Maidah : 1, Asy-Syua'ara : 181)

sejanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada 30 Desember 1899 oleh dan antara :
KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA suatu badan hukum koperasi berkedudukan di JI. Robert Wolter
Monginsidi No. 3 Kec. Bunta Banggai untuk selanjutnya disebut sebagai “BMT" dalam hal ini diwakili oleh
AHMAD MUHSININ, S.E.I, Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Manager Cabang dari dan oleh
karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA.

1, pekerjaan bertempat tinggal di , pemegang Kartu Tanda Penduduk No. , untuk perbuatan hukum ini telah
mendapat persetujuan dari istri/suami, untuk selanjutnya disebut sebagai “ANGGOTA”".

MENIMBANG

Bahwa, ANGGOTA telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT untuk modal usaha.
. BMT memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil kepada ANGGOTA, kemudian nasabah mengembalikan
modal usaha ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati .
II. ANGGOTA membayar biaya biaya yang timbul dari perjanjian ini.
jelanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan bagi hasil ini dengan syarat-syarat
ebagai berikut :

Pasal |
JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

IMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp.  (Nol rupiah) . Porsi bagi hasil yang disepakati adalah
atuk peminjam 0 % dan nisbah untuk BMT 0 %. Berdasarkan perkiraan pendapatan pembiayaan bagi hasil yang
iberikan sebesar Rp. , maka BMT berhak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. . Adapun pembayaran akan dilakukan
atuk O kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal 30 Januari 1900 dan angsuran berikutnya akan dilakukan
etiap Bulan sampai dengan jatuh tempo tanggal 30 Desember 1899 atau sesuai dengan kartu angsuran yang terlampir
ersama aqad pembiayaan ini. Dengan perincian sebagai berikut :

Angsuran Pokok Rp.
Angsuran Basil Rp.
Tabungan wajib Rp.
Ziswaf Rp.
Total angsuran Rp. (Nol rupiah).
Pasal 2
AGUNAN

ebagai bukti kesungguhan ANGGOTA dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 diatas,
engan ini ANGGOTA menjaminkan seluruh simpanan yang ada di BMT Al Muhajirin  Toili dan memberikan hak
tpada BMT untuk mendebet rekening tabungan tersebut untuk angsuran dan menambahkan jaminan lain sebagai
erikut :

Atas Nama : -

Pasal 3
ADDENDUM



" pelah pihak telah berscpatakat bahwa scgala sesuatu yang belum diatur dalam aqad ini akan diatur dalam
du ( Perjanjian Tam‘?nhgn ).dx.m surat-surat atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang
! m,,'ghknn dengan perjanjian ini,

Pasal 4
e CEDERA JANJI
jGOTA dmymnkup cidera janji apabila :
ANGGOTA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang
disebutkan pasal | diatas.
;, ANGGOTA telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

m hal terjadi hal-hal terscbut diatas, maka BMT akan memberikan jangka waktu yang discpakati kesempatan
Js ANGGOTA untuk memulihkan keadaan usahanya. Apabila ANGGOTA Dbelum juga melaksanakan
jibannyd, maka BMT berhak menjual barang agunan- yang diberikan ANGGOTA kepada BMT. Dalam
«anpan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini
) semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah
; setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Luwuk.

jdanlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Banggai dengan sukarcla, tanpa ada paksaan dari pihak
pun

PIHAK PIHAK ANGGOTA
KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA

AHMAD MUHSININ, S.E.]
Manager Cabang

SAKSI - SAKSI

PIHAK SUAMI/ISTRI/ PENJAMIN
KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA

EVAWATI PUJI RAHAYU, S.SOS
Bag Pembiayaan



ASUBM T AL MUMAJIRIN
DATA BASE ANGGOTA
Dismillahyrrahmanimahim
o 'ruudl
o Jongkap
ot

' Kabupaten

sepon rumah

il
sopal/ Tanggal lahic L

nis Kelamin : | Laki-lnki : Perempuan

s pernikahan o [ ] Lajang [ Menikah P

nlidikan terakhic I D sD l:} SMP B ik D ¢ — s
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)ta Perusahaan/ Pekerjaan

abatan

Gima Perusahaan
Jidang Usaha ¢ [ | Produksi [Jnsa [} Perdagangan " Pertanian atau peternakan
knis Usaha
Abmat

{ota/ Kabupaten :
Yo Telepon : l

Lama usaha/ bekerja c [T]  JumlahKariawan ED:D

Keluurgu Dekut tiduk serumuh (untuk dibubungi dulum Kexdunn durunit)
Nama

Alamay

Kot/ Kabupaten

N telepon

lbungan Keluarga
Dengan in saya menyntakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar

Tanda Tangan Anggota

Disioleh Costumer Service
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]‘ Staty Anggota :

gl Pengajuan
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DOKUMENTASI WAWANCARA
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KAN ANG

Dok 1.1 Wawancara Manager Dok 1.2 Wawancara Karyawan

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bi\ltllf :\Xﬁ:}ﬂf&;ﬁ%’;‘ Il?ft?nll/;-r)



Dok. 1.3 Suasana transaksi antara nasabah dan teller di Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta
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Dok. 1.4 Wawanc

ara nasabah
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Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi .

Penguji Ulama Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag
Pembimbing | . Dr. Nasaruddin, M.Ag
Pembimbing Il Nadia, S.Sy, M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasisva -
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Tamwil (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunlta
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Palu
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
¢l Logdms ) ooyl degla)
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

FAKULTAS SYARIAH
JI. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : Nlip //tasya lainpalu.acad email: fasya@iamnpalu.ac.id.

— ]
Nomor .3?9 /\n.13/F.I1.I/PP.00.9/10/2021 Palu, 92) Oktober 2021
Sifat Penting
Lampiran - 1 (satu) berkas
penhal - Undangan Seminar Proposal
Yth, Bapak/lbu, ...........

1. KetualSekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi

3. Mahasiswa Fakultas Syariah
di-
Palu

Assalamu Alailkum War. Wab.
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersetut
dibawah ini

Nama Alam Wahyu Luhur Muzaki

NIM 183070024

Judul Proposal Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) A!-
Muhajirin Cabang Bunta

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/lbu untuk hadir pada acara dimaksud,
yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal Selasa, 26 Oktober 2021
Jam 13.30 - Selesai
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 C6

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu "alaikum Wr.Wb.

_\\

; p n'J“M N
; / ,qe m“g\dang Akademik,

vga rS Kelebagaan & Kerjasama,

a0 |

Catatan peserta ujian seminar proposal :
1 Berpakaian rapi hitam pulih pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita)



pgmaukan

mbang

jingat

lapkan

ma

npat
na

INAN

Tbusan :

1 Rektor UIN Datokarama Palu;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 49| TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

a surat permohonan saudara: Alam Wahyu luhur Muzaki NIM. 183070024 mahasiswa Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakullas Syariah UIN Datokarama Palu, lentang Ujian
Skripsi/Sarjana pada Program Slrata Salu (S1) dengan Judul Skripsi: Implementasi Akad
Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Cabang Bunta

a bahwa unluk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana lersebul, dipandang periu untuk
membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.

b. bahwa mereka yang namanya (ercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk
diangkal sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan Nasional;

' 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tenlang Pendidikan Tinggi,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tenlang Standar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

5. Peraluran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tenlang Statuta Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Datokarama Palu

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tenlang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
UIN Datokarama Palu; ,

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021
Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/
2022.
Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Dalokarama Palu, dengan susunan personalia
dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
. Tim Penguiji tersebul bertugas :

1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.

3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas

Syariah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan kepulusan ini, dibebankan pada dana DIPA
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan
Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan lelah selesai dilaksanakan.

Segala sesualu akan diubah dan perbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari
lerdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Kepulusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

2. Yang bersangkutan.



AMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
‘NOMOR © 39| TAHUN 2022

TENTANG - Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

NO NAMA TIM PENGUJI JABATAN
1. |Dr. Ubay, S.Ag., MSI Penguiji/lKetua
2. |Dr. Nasaruddin, M.Ag Pembimbing I/Penguji
3. |Nadia, S.Sy, M.H. Pembimbing II/Penguji
4. |Dr. M. Taufan B, S.H., M.H. Penguji Utama |
5. |Dr. Sitti Aisyah, S.E.l., M.E.I. Penguji Penguji Utama II
Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Alam Wahyu luhur Muzaki
NIM : 183070024
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Cabang Bunta
Pembimbing : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag

2. Nadia, S.Sy, M.H.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
Il dsogimstl dioladl Loljliogils deols
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

PATOKRRANMA | 7
JI. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

arama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

Website : www uindatokarama.ac i

Nomor : 39| /Un.24/F.11/PP.00.9/07/2022

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibul..c..usssusiscuses

di-
Palu
Assalamualaikum War. Wab.
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian “Skripsi/Sarjana” bagi mahasiswa yang tersebut

dibawah ini :

Nama : Alam Wahyu luhur Muzaki
Nim : 183070024

Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Cabang Bunta

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang
Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022
Jam : 10.30-11.00 WITA
Tempat : Ruang Lab. Peradilan Semu Lt. Il

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
: 7t Juli 2022

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alam Wahyu L.M
NIM : 18.3.07.0024
TTL : Tinombala 09 Mei 1999

Jenis Kelamin @ Laki-Laki

Agama : Islam

Alamal :JIn. olista Palu Timur
Email : alamwahyulm(@gmail.com
Nama Orang Tua

l. Ayah : Ival Wahyudi

Pckergaen  : Petani
2. Ibu : Rasiti
Pekerjaan : petani
Pendidikan Yang di tempuh
1. MIN 3 Parigi, Tahun 2012
2. SMPN 2 Nuhon, Tahun 2015
3. SMAN 2 Nuhon, Tahun 2018
Pengalaman Organisasi
1. Koordinator Humas HMJ HES, Tahun 2019

2. Wakil Ketua HMJ 11ES, Tabun 2020
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